









“Jika kamu tidak mau bekerja keras jangan harap kamu akan mendapat hasil yang
baik dimasa depan” (Jung Hoseok)
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gendermu, ekspresikan dirimu” (Kim Namjoon)
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menentukan kemana kita akan pergi” (Jeon Jungkook)
“Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa seperti kau tidak pantas
mendapatkan apa yang kau inginkan.” (Kim Seokjin)
“Pekerjaan hebat dilakukan bukan dangan kekuatan tetapi dengan ketekunan”
(Min Yoongi)
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A. Latar Belakang Masalah
Pemerintah Indonesia membutuhkan dana, potensi alam, dan potensi
manusia untuk mendanai fungsi penyelenggaraan pemerintah. Selain potensi
alam Indonesia, dana modal juga berasal dari keuntungan BUMN, royalti
pemerintah, pungutan, iuran, bea, sanksi, denda, dan pajak, yang
mengharuskan warga agar ikut serta dalam menjalankan fungsinya. Fungsi
keadilan masyarakat merupakan fungsi perpajakan yang berkaitan dengan
fungsi ekonomi pemerintah, dan pajak yang ditarik dari masyarakat yang
berkecukupan akan dapat menciptakan kesejahteraan seluruh masyarakat
(Rahayu, 2010).
Pajak adalah salah satu bentuk manifestasi peran aktif masyarakat yang
secara langsung memenuhi kewajiban perpajakannya yang diperlukan bagi
pendanaan dan pembangunan nasional, sebagai sumber penghasilan negara
yang berlandaskan undang-undang iuran pajak dari masyarakat
pemungutannya dipaksakan oleh Pemerintah (Watini, 2010).
Dalam pajak terdiri atas dua fungsi yaitu sebagai sumber perolehan
dan penerimaan negara untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran negara atau
disebut dengan Fungsi Penerimaan (Budgetair), dan Fungsi pajak yang kedua
adalah Fungsi Mengatur (Reguler) dengan fungsi ini pertumbuhan ekonomi
dapat diatur oleh pemerintah dengan membuat kebijakan pajak, fungsi ini juga
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dapat dipakai sebagai instrumen untuk mencapai tujuan, sebagai contohnya jika
pemerintah menginginkan peningkatan penanaman modal di Indonesia
pemerintah dapat menggunakan fungsi ini untuk membuat kebijakan perpajakan
yang dapat meringankan pajak bagi para pemilik modal. Tentunya
kebijakan-kebijakan tersebut dapat menarik investor masuk ke Indonesia
(Mardiasmo, 2018:4).
Menurut institusi pemungutnya pajak diklasifikasikan ke dalam 2 kategori,
yakni Pajak Pusat (Pajak Negara) serta Pajak Daerah. Pajak Pusat ditarik dan
dikukuhkan Pemerintah Pusat, dipakai untuk mendanai pengeluaran negara seperti
keperluan pembangunan yang keseluruhannya dimuat dalam APBN (Resmi,
2014:8).
Pajak Daerah ialah jenis pajak yang dikukuhkan Pemerintah Daerah sesuai
tercantum pada Peraturan Daerah (Perda) yang hak pungutannya dijalankan
Pemerintah Daerah, kemudian hasil penerimaannya akan diutamakan guna
mendanai belanja pemerintah daerah, pemeliharaan serta pengembangan
pembangunan daerah. Pajak Daerah diklasifikasikan dalam dua kategori yakni
Pajak Daerah Provinsi digunakan untuk mensubsidi keperluan Pemerintah
Provinsi, selanjutnya Pajak Daerah Kabupaten/Kota digunakan bagi pembiayaan
keperluan Daerah kabupaten/kota (Siahaan, 2010:10).
Kabupaten Pemalang sebagai daerah otonom dianggap mampu melaksanakan
pembangunan serta menjalankan pemerintahan. Untuk dapat menjalankan
pemerintahannya dan merealisasikan pembangunan diperlukan anggaran yang
memadai, selain itu perlu mengandalkan kemampuan daerah itu sendiri meski
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pemerintah pusat tetap memberikan bantuan kepada daerah tersebut. Jadi,
Pemerintah Kabupaten Pemalang mengupayakan pengoptimalan semua sumber
penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) (Muyasyaroh, 2019).
Di bawah ini tabel realisasi dan target Pendapatan Asli (PAD) Kabupaten
Pemalang dalam rentang waktu 2015-2020
Tabel 1.1
Sasaran dan Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang
Tahun 2015-2020
Tahun Sasaran Capaian Efektifitas
2015 Rp209.093.274.000,00 Rp230.413.326.865,00 110,20%
2016 Rp246.679.817.000,00 Rp275.402.554.016,00 111,64%
2017 Rp405.333.931.000,00 Rp425.893.266.850,00 105,07%
2018 Rp275.431.369.000,00 Rp300.481.887.079,00 109,07%
2019 Rp297.132.162.000,00 Rp350.559.139.753,00 117,98%
2020 Rp292.672.718.000,00 Rp311.455.681.803,00 106,42%
Sumber Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten
Pemalang
Bersumber dari Tabel 1.1 tampak setiap tahunnya pendapatan asli
daerah realisasinya selalu melebih target penerimaan kecuali pada tahun 2018,
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pada tahun 2018 Target dan realisasinya mengalami penurunan yang cukup
besar. Untuk targetnya terjadi penurunan sebesar Rp129.431.369.000,- dan
realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp125.411.379.771,-.
Tabel 1.2
Hasil Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pemlang tahun 2016-2020
Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pemalang
Melalui Tabel 1.2 tampak penerimaan Pajak Restoran pada tahun
2016-2019 selalu mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami
degradasi sebesar Rp 87.577.426,00. Dapat diartikan Pajak Restoran
berdampak penting bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Pemalang.
Pajak Restoran merupakan pungutan daerah atas jasa penjualan
makanan serta minuman yang dinikmati konsumen langsung direstoran atau
dilain tempat. Restoran merupakan layanan jasa penyaji makanan dan
Jenis Pajak
Tahun Pajak
2016 2017 2018 2019 2020
Pajak Hotel Rp308,953,100 Rp374,277,400 Rp503,123,200 Rp525,118,500 Rp500,376,850
Pajak Restoran Rp694,258,585 Rp796,537,585 Rp1,144,293,387 Rp1,404,726,051 Rp1,138,628,930
Pajak Reklame Rp1,321,627,781 Rp1,430,172,113 Rp1,3036,561,438 Rp1,428,352,981 Rp1,317,148,645
Pajak Parkir Rp23,337,050 Rp32,323,950 Rp43,224,240 Rp53,171,850 Rp45,127,845
Pajak Air
Tanah
Rp97,702,112 Rp112,424,725 Rp138,996,640 Rp151,028,400 Rp148,036,720
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minuman yang memungut biaya, mencakup juga kantin, kafetaria, kantin,
rumah makan, termasuk juga katering atau jasa boga. Tarif dari Pajak
Restoran senilai 10% (sepuluh persen) dengan asas pengenaannya adalah
total pembayaran yang masuk dan didapat pihak restoran (Febriansyah, 2019).
Setiap pelayanan atau jasa yang disajikan pihak restoran termasuk
servis penjualan makanan serta minuman yang dinikmati konsumen baik
langsung direstoran atau dilain tempat dengan nilai pelayanan lebih dari
Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan disebut objek pajak restoran jika
kurang dari nilai tersebut maka dikecualikan. Badan atau orang Pribadi (OP)
yang membeli makanan serta minuman direstoran disebut subjek pajak
restoran (Siahaan, 2010:330).
Sejak tahun 1984 perpajakan Indonesia sudah mempraktikan system
self assessment. Pelaporan pajak melalui system ini menyerahkan tanggung
jawab, kepercayaan, dan kekuasaan sepenuhnya pada wajib pajak, untuk
menghitung, melaporkan juga menyetorkan besaran pajak yang menjadi
tanggungannya sendiri. Sebagian pajak di Indonesia memakai system ini
terutama pajak daerah, namun jenis pajak seperti PBB P2 masih memakai
official assessment system (Waluyo, 2008:17).
Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang membuat
trobosan terbaru pada penyampaian atau pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD). Mulai November 2018 Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Pemalang memfasilitasi wajib pajak daerah Kabupaten
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Pemalang untuk menyampaikan SPTPD secara elektonik (E-SPTPD).
E-SPTPD sistem aplikasi berbasis website yang dipergunakan untuk
melaporkan kewajiban pajak daerah secara online serta dapat di akses dimana
saja. Sistem ini terkoneksi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang
melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA).
Dalam Penerapan E-SPTPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pemalang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk
mensosialisasikan prosedur pelaporan SPTPD melalui sistem online pada saat
peluncurannya 2018 lalu, namun banyak wajib pajak restoran baru yang
belum mendapatkan sosialisasi yang cukup. Hal ini mengakibatkan banyaknya
wajib pajak restoran baru yang masih mendatangi kantor Bapenda untuk
meminta bantuan dalam pelaporan pajaknya.
Berdasarkan uraian diatas untuk memahami prosedur pelaporan pajak
restoran secara online melalui E-SPTPD penulis tertarik mengambil judul
“Implementasi Pelaporan Pajak Restoran Secara Online Melalui Aplikasi
E-SPTPD Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang”
B. Ruang Lingkup Pembahasan
Ruang lingkup pembahasan dalam Tugas Akhir ini menitik beratkan
pada pembahasan berituk;
1. Bagaimana prosedure pelaporan pajak restoran melalui aplikasi E-SPTPD
Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten
Pemalang?
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2. Apakah Kendala dalam pengimplementasian program E-SPTPD?
3. Apakah Manfaat Implementasi Program E-SPTPD bagi Wajib Pajak?
4. Apakah Sanksi pidana yang dikenakan bagi Wajib Pajak Restoran yang
tidak menyampaikan SPTPD?
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan
1. Tujuan dari Penulisan
Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini merupakan:
a. Untuk memahami Prosedure pelaporan pajak restoran melalui sistem
E-SPTPD pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab.
Pemalang.
b. Mengetahui Kendala dalam pengimplementasian Program E-SPTPD.
c. Untuk Mengetahui Manfaat penerapan program E-SPTPD bagi Wajib
Pajak.
d. Mengetahui sanksi pidana yang akan diterima Wajib Pajak Restoran
yang tidak melaporkan SPTPDnya.
2. Manfaat dari Penulisan
Berdasarkan tujuan yang ingin diraih, maka penulisan Tugas Akhir
ini dimaksudkan dapat memberi faedah bagi pendidikan pajak yaitu
manfaat seperti:
a. Manfaat Teoritis
Secara Teoritis hasil penulisan ini dimaksudkan untuk bisa
memberikan manfaat yaitu:
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1) Memberikan kontribusi gagasan guna kumajuan ilmu
pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya pajak daerah.
2) Dapat Menambah Wawasan dan Pengetahuan mengenai Prosedur
Pelaporan pajak restoran melalui sistem elektronik.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Penulis
Guna memperbanyak keterampilan dan menambah
pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan pelaporan pajak
restoran secara online yakni dengan website E-SPTPD.
2) Bagi Unversitas Pancasakti Tegal
Untuk memperbanyak serta memperkaya pustaka di
Perpustakaan sehingga nantinya bias bermanfaat bagi pengajar
dan mahasiswa dan dapat digunakan mahasiswa dan pengajar
untuk mengetahui atau memahami proses pelaporan pajak
restoran secara online.
3) Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Pemalang
Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pihak BAPPEDA
yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber bacaan dan
semoga dapat memotivasi para pegawai BAPPENDA untuk
meningkatkan pelayanannya.
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D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang diaplikasikan penulis dalam
menyusun Tugas Akhir ini yaitu:
1. Metode Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan
melalui tatap muka serta tanya jawab secara langsung penulis dan
narasumber yang mengetahui juga memahami tentang informasi yang
diperlukan penulis, Dalam hal ini yang berperan sebagai narasumber
adalah pihak BAPENDA Kab. Pemalang.
2. Metode Observasi
Observasi yaitu teknik pengumpulan data lewat pengamatan
langsung objek yang menjadi target pada penelitian. Yaitu Penulis terjun
langsung mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Praktek (KKP) di BAPENDA
Kab. Pemalang.
3. Metode Studi Pustaka
Studi Pustaka yakni teknik pengumpulan data melalui membaca,
melihat lalu mengambil informasi yang relevan dari buku, dokumen,





Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten
Pemalang didirikan menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
yang disahkan pada tanggal 23 Agustus 2016. Peraturan Daerah tersebut
menempatkan Bapenda sebagai Perangkat daerah tipe B yang melaksanakan
tugas penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang finansial.
Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, Pada 17
Oktober 2016 ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 mengenai
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang sebagai tindak lanjut
dari Perda Nomor 13 Tahun 2016. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016
menetapkan Bapenda sebagai bagian pelaksana penunjang kegiatan
pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah yang bertanggung jawab
dan berada dibawah Bupati Kabupaten Pemalang lewat Sekretaris Daerah.
Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 maka Peraturan
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 tahun 2008 mengenai Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang secara resmi
hangus serta tidak diberlakukan kembali. Terdapat Perubahan cukup
mendasar pada fungsi pengelolaan pendapatan, yang sebelumnya berada pada
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
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utamanya dalam Bidang Pendapatan, mengalami perubahan menjadi satu badan
tersendiri menjadi lembaga daerah berbentuk Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah. Bapenda Kabupaten Pemalang mulai efektif melaksanakan kewajiban
pokok dan fungsinya sejak 2 Januari 2017, ditandai dengan dilaksanakannya
pelantikan pejabat struktural maupun penataan tenaga pelaksana pada pegawai
daerah di Kabupaten Pemalang selaku penyelenggara Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2016.
B. Visi dan Misi Bapenda
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang memiliki
visi dan misi berikut:
1. Visi :
Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Daerah Melalui Pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah yang Transparan, Amanah, dan Profesional.
2. Misi :
a. Meningkatkan Transparasi, inovasi, dan Kualitas Pelayanan Pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah yang Berasas Teknologi;
b. Mengembangkan Sinergisme Seluruh Stakeholder Pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah.
c. Meningkatkan Akurasi Basis Data dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
d. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur di Bidang
Pendapatan Asli Daerah.
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e. Menciptakan Layanan Pemungutan Pajak yang Transparan, Akuntabel,
Mudah, Sederhana dan Ramah.
C. Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang
Struktur Organisasi ialah rancangan hubungan antara bagian-bagian atau
tugas-tugas yang menujukan kewajiban, kedaulatan, dan tanggung jawab
yang berbeda dalam organisasi. Struktur Organisasi diperlukan agar dapat
suatu organisasi dapat menjalankan organisasinya dengan sebaik-baiknya.
Berikut ini Struktur Organisasi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pemalang:
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah











































Berikut ini pihak-pihak yang menduduki jabatan dalam Struktur Organisasi diatas:
Tabel 2.1





NIP. 19611125 198607 1 001
2 Sekretaris
Drs. Joko Ngatmo, M.Si.
NIP. 19680825 199303 1 004
3 Kepala Bidang Perencanaan
Pendapatan
Eko Sulistyo Nugroho, S.E, M.M.
NIP.19741129 199903 1 006
4 Kepala Subbidang Pendataan
Istianah, S.H.
NIP.19690304 198903 2 008
5 Kepala Subbidang Penagihan
Suyatno, S.H.
NIP.19640707 198702 1 003
6 Kepala Subbidang Penetapan
Suharno, S.IP.
NIP.19640820 199112 1 001
7 Kepala Subbidang Keberatan
Suhartono, S.IP.
NIP.19650922 199311 1 001
8 Kepala Subbidang Pelaporan
Bambang Eka Riyanto, S.E.
NIP.19770628 200312 1 003
9 Kepala Subbagian Bina Program
dan Keuangan
Sri Murtini, S.IP.
NIP.19640331 198603 2 004
10 Pengelola Pendapatan
Endang Purwani, S. IP.
NIP.19630427 198612 2 001
11 Kepala Subbagian Umum dan
Kepegawaian
Martinah, SST.
NIP.19681031 199803 2 002
Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.
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D. Tugas Pokok
Sebagaimana Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pemalang, lewat Peraturan Bupati Pemalang Nomor 70 Tahun
2016 Mengenai Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang dijabarkan bahwa masing-masing
unsur pada organisasi Bapenda Kabupaten Pemalang memiliki fungsi dan
tugas-tugas seperti tabel di bawah ini:
Tabel 2.2
Uraian Tugas Pokok Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Kab. Pemalang
No Jabatan/Bidang Tugas Pokok
1. Kepala Bapenda
a. Mengesahkan Rencana Strategis (Renstra)
serta Rencana Kerja (Renja) pengampu
kegiatan-kegiatan Pemerintah Bidang
Pengelolaan Pendapatan daerah dengan
mengarah pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) serta Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selaku
petunjuk Pembuatan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksana
Anggaran (DPA).
b. Memformulasikan usulan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) dengan mengarah pada
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Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana
Kerja (Renja) penunjang urusan pemerintah
bidang pengelolaan pendapatan daerah selaku
panduan penyelenggaraan kegiatan.
c. Memformulasikan rencana susunan strategi
teknis pengelolaan pendapatan daerah sesuai
program serta kegiatan bidang pengelolaan
pendapatan daerah selaku panduan penerapan
pengelolaan pendapatan daerah.
d. Membimbing pelaksanaan kegiatan serta
program bidang pengelolaan pendapatan
daerah sesuai pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) bidang pendapatan daerah
supaya penyelenggaraannya sesuai pada target
dan tujuan yang sudah ditetapkan.
e. Mengesahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) serta memberi tindak lanjut pada
permohonan keberatan atas besaran ketetapan
pajak oleh wajib pajak sesuai tata cara
penanganan pajak daerah sebagai dasar
pengenaan pajak daerah.
f. Berkoordinasi dengan pihak terkait tetntang
penyelenggaraan tugas Bapenda sesuaidengan
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Proker supaya target tercapai sesuai dengan
perencanaan
g. Sesuai dengan perkembangan teknologi
kepala bapenda bertugas membuat inovasi
dalam bidang pengelolaan penerimaan daerah
untuk peningkatan kualitas pelayanan
masyarakat.
h. Membimbing penyediaan pelayanan informasi
publik yang berkenaan dengan penunjang
urusan pemerintahan bidang pengelolaan
penerimaan menurut hasil analisis dan/atau
pendayagunaan teknologi bagi efektifitas
penyelenggaraan pekerjaan dan menaikan
kualitas pelayanan masyarakat.
i. Membimbing Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) penopang urusan
pemerintahan bidang pengelolaan penerimaan
daerah sesuai pada parameter Sistem
Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)
dalam rangka menggapai target dan tujuan
organisasi.
j. Melakukan evalusi dalam penyelenggaraan
tugas penopang urusan pemerintahan bidang
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pengelolaan penerimaan daerah melalui
rencana program serta kegiatan yang sudah
disahkan dengan tujuan pembenahan
kemampuan kerja.
k. Menyusun laporan penyelenggaraan tugas
penopang urusan pemerintahan bidang
pengelolaan pendapatan daerah menurut
statistik serta analisis sebagai informasi dan
pertanggung jawaban penyelenggaraan tugas,
dan
l. Bertujuan tertib penyelenggaraan tugas kepala
Bapenda harus menjalankan tugas kedinasan
yang diperintahan pimpinan sesuai tugas dan
fungsi sebagai Kepala Bapenda.
2. Sekretaris
a. Menyusun rencana program kegiatan
kesekretariatan sesuai pada dokumen
perencanaan sebagai materi perencanaan
dokumen rencana kerja dan anggran.
b. Melakukan koordinasi pada usulan Rencana
Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja),
Rencana Kerja serta Anggaran (RKA), dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
penunjang urusan pemerintahan bidang
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pengelolaan penerimaan daerah dengan
mengarah pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dan, Renstra dan dokumen
lainnya sesuai dengan ketetapan sebagai
panduan penyelenggaraan tugas.
c. Sekretaris bertugas membuat susunan rencana
kebijakan kesekretariatan sesuai pada program
serta kegiatan sebagai panduan
penyelenggaraan tugas.
d. Melaksanakan program serta kegiatan Sub
bagian Bina Program serta keuangan dan Sub
bagian Umum serta Kepegawaian sesuai
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) supaya pelaksanaannya sesuai tartget
dan tujuan yang sudah ditetapkan.
e. Pengkoordinasiaan penyediaan pelayanan
informasi publik dan seluruh bidang
/subbidang sesuai dengan undang-undang
transparansi informasi publik dengan tujuan
pemutahiran informasi publik.
f. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Penunjang urusan
pemerintah bidang pengelolaan pendapatan
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daerah sesuai pada parameter Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam
rangka penanggulangan intern kegiatan.
g. Membuat rancangan inovasi kesekretariatan
menurut pengenalan permasalahan dan
analisis untuk efektifitas penyelenggaraan
pekerjaan dan peningkatan kualitas pelayanan
pada masyarakat.
h. Mengkoordinasikan konsep inovasi dan
melakukan tugas bidang-bidang untuk
keterpaduaan penyelenggaraan tugas.
i. Melakukan evaluasi pada penyelenggaraan
program kegiatan kesekertariatan sesuai pada
rencana program kegiatan yang sudah
disahkan dalam upaya pembenahan
kemampuan kerja.
j. Melakukan koordinasi dalam pembuatan
laporan penopang urusan pemerintahan
bidang pengelolaan penerimaan daerah
berdasarkan hasil laporan sebagai informasi
serta pertanggung jawaban penyelenggaraan
tugas dan,
k. Menerima tugas kedinasan lain yang
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diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan





a. Membuat rencana program serta kegiatan
untuk bidang perencanaan pendapatan sesuai
yang tertera pada dokumen perencanaan
sebagai materi pembuatan dokumen RKA.
b. Membuat kerangka strategi teknis bidang
perencanaan pendapatan sesuai peraturan
mengenai pengendalian penerimaan daerah
sesuai paduan penyelenggaraan pengendalian
penerimaan daerah.
c. Melaksanakan program serta kegiatan Bidang
Perencanaan Pendapatan sesuai dengan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
menopang kegiatan pelayanan masyarakat.
d. Berkoordinasi dengan unit teknis mengenai
kegiatan perhitungan potensi penerimaan
daerah yang sesuai metode dan teknik
perhitungan sebagai landasan penetapan
sasaran perolehan daerah pada unit kerja
masing-masing
e. Menjalankan kegiatan pembuatan rencana
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penerimaan daerah menurut hasil perhitungan
potensi sebagai materi pembentukan anggaran
pendapatan daerah.
f. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan
pembinaan kepada wajib pajak mengenai
peraturan pajak dan retribusi daerah agar
dapat meningkatkan pemasukan pendapatan
daerah.
g. Membuat laporan piutang pajak daerah akhir
tahun seperti pada metode perhitungan saldo
piutang sebagai bahan penyusunan laporan
pertanggung jawaban penyelenggaraan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).
h. Membentuk kerangka inivasi Bidang
Perencanaan Pendapatan menurut pengenalan
permasalahan serta analisis untuk efektifitas
penyelenggaraan pekerjaan dan menaikan
kualitas pelayanan publik.
i. Berkoordinasi mengenai penyelenggaraan
fungsi dengan unit kerja terkait sesuai dengan
keperluan lembaga untuk keselarasan
penyelenggaraan fungsi.
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j. Melakukan evaluasi pada pengerjaan tugas
Bidang Perencanaan Pendapatan sesuai
dengan rencana program serta program yang
sudah ditentukan dengan tujuan pembenahan
kemampuan kerja.
k. Membentuk susunan laporan penyelenggaraan
tugas Bidang Perencanaan Pendapatan secara
tepat dengan maksud mempertanggung
jawabkan pelaksanaaan tugas, dan
l. Menjalankan tugas kedinasaan lain yang
diperntahkan oleh pimpinan sesuai dengan





a. Membentuk rencana program serta kegiatan
Bidang Pendataan dan Penetapan Sesuai
dengan dokumen perencanaan sebagai materi
penyususnan dokumen rencana kerja serta
rencana anggaran.
b. Membuat kerangka strategi teknis Bidang
Pendataan dan Penetapan sesuai peraturan




c. Melaksanakan program serta kegiatan Bidang
Pendapatan dan Penetapan seperti tercantum
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
untuk menopang kegiatan pelayanan
masyarakat.
d. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib
pajak daerah sesuai dengan metode
pengendalian pajak untuk menentukan Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah dan menyerahkan
Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Objek
Pajak.
e. Melakukan verivikasi konsep nota
perhitungan pajak yang menjadi tanggungan
dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),
menurut Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
(SPTPD), pada seluruh kategori pajak selaku
dasar pengenaan besarnya pajak daerah.
f. Membuat rancangan trobosan di Bidang
Pendataan dan Penetapan menurut pengenalan
persoalan dan analisis untuk efektifitas
penyelenggaran pekerjaan dan meningkatkan
kualitas pelayanan masyarakat.
g. Berkoordinasi dengan unit kerja lain terkait
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pelaksanaan fungsi sesuai dengan keperluan
organisasi untuk keselarasan pengerjaan
tugas.
h. Melakukan evaluasi pada pengerjaan tugas
bidang pendataan dan penetapan dengan
rencana program serta program yang sudah
ditentukan dalam rangka pembenahan
kemampuan kerja.
i. Membentuk susunan laporan penyelenggaraan
tugas bidang pendataan dan penetapan dengan
tepat dan benar dengan tujuan pertanggung
jawaban penyelenggaraan tugas dan,
j. Menerima tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh pimpinan sesuai pada





a. Membuat rencana kegiatan serta program
Bidang Penagihan dan Keberatan sesuai pada
dokumen perencanaan sebagai materi
pembuatan dokumen rencana kerja serta
rencana anggaran.
b. Membuat susunan strategi teknis Bidang
Penagihan dan Keberatan sesuai peraturan
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mengenai pengendalian penerimaan daerah
sebagai panduan penyelenggaraan
pengendalian penerimaan daerah.
c. Menjalankan kegiatan serta program Bidang
Penagihan dan Keberatan sesuai yang tertera
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
untuk menopang program penyedia layanan
masyarakat.
d. Melaksanakan kegiatan lelang sewa tanah,
dana pendidikan grantungan milik Pemerintah
Kabupaten Pemalang sesuai jadwal yang telah
ditentukan guna peningkatan pendapatan
daerah.
e. Melakukan verifikasi laporan piutang pajak
daerah dan STPD secara teratur sebagai
landasan dalam penyelenggaraan penagihan.
f. Melakukan verifikasi pada rancangan laporan
pengusulan permohonan cicilan retribusi serta
keberatan dari wajib pajak dengan melakukan
penelitian data dukungan yang pergunakan
sebagai dasar dalam mengambil
pertimbangan.
g. Membina wajib pajak daerah untuk
peningkatan kesadaran wajib pajak untuk taat
membayar pajak daerah.
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h. Membuat susunan rancangan inovasi bidang
penagihan dan keberatan menurut pengenalan
permasalahan dan analisi untuk efektifitas
penyelenggaraan pekerjaan dan menaikan
kualitas pelayanan masyarakat.
i. Berkoordinasi dengan unit kerja lain yang
terkait sesuai penyelenggaraan tugas dan
keperluan organisasi untuk keselarasan
penyelenggarakan tugas.
j. Melakukan evaluasi pada penyelenggaraan
tugas Bidang Penagihan dan Keberatan
dengan rencana program serta kegiatan yang
sudah dikukuhkan dengan tujuan pembenahan
kemampuan kerja.
k. Membentuk susunan laporan penyelenggaraan
tugas Bidang Penagihan dan Keberatan secara
efektif dengan bertujuan mempertanggung
jawabkan tugas dan.
l. Menjalankan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan oleh pimpinan sesuai pada
tugas serta fungsi dalam rangka tertib
menjalankan tugas.
Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Pemalang
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E. Kepegawaian
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang memiliki
78 (Tujuh Puluh Delapan) Pegawai yang terdiri atas:
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai BAPENDA Kabupaten Pemalang Pada Februari 2021
berdasarkan Status Kepegawaian dan Pangkat/Golongan:














2. PEGAWAI KONTRAK - 22
TOTAL JUMLAH PEGAWAI 78
Sumber: BAPENDA Kab. Pemalang
F. Jenis-Jenis Pelayanan di Bapenda
Jenis pelayanan yang terdapat di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
yaitu :
1. Pelayanan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
2. Pelayanan Permohonan Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak
3. Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah
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4. Pelayanan Pembayaran Tunggakan Pajak Daerah
5. Pelayanan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
G. Sistem Pemungutan Pajak di Bapenda
Gambar 2.2
Sistem Pemungutan Pajak Daerah





DI BAPENDA KAB. PEMALANG








4. PAJAK PENERANGAN JALAN
5. PAJAK PARKIR
6. PAJAK MINERBA
7. PAJAK SARANG BURUNG
WALET
1. PAJAK REKLAME


























TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK
A. Tinjauan Teori
1. Pajak
a. Definisi dan Unsur Pajak
Pajak diartikan sebagai pengalihan sumber-sumber yang wajib
dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah, yang dikutip
berdasarkan syarat yang sudah dikukuhkan (peraturan) tanpa mendapat
manfaat khusus, supaya dapat menlaksanakan tujuan sosial serta tujuan
ekonomi suatu negara (Hasibuan, 2021).
S. I. Djajadiningrat mendefinisikan pajak sebagai sesuatu
keharusan untuk memberikan sebagian harta ke kas negara yang
diakibatkan oleh satu kondisi, peristiwa, serta perilaku yang memberi
pangkat tetap, bukan merupakan vonis dan dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan yang disahkan pemerintah, tetapi tanpa ada
balas jasa timbal baik secara langsung dari negara untuk
mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara umum
(Resmi, 2014:1).
Dari penjelasan tersebut bisa ditarik kesimpulan jika, ciri-ciri
yang erat kaitannya dengan deskripsi pajak yakni:
1) Pungutan berupa uang oleh negara kepada rakyat. Pihak yang
memiliki wewenang memungut pajak hanyalah negara.
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2) Seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi kriteria dan
ketentuan pajak diwajibkan atau dipaksa untuk membayar pajak
kepada Pemerintah.
3) Diatur Pemerintah melalui Undang-Undang. Uang pajak ditarik
dari masyarakat dengan kekuatan Undang-Undang serta Peraturan
pendukung lainnya.
4) Kontraprestasi atau jasa timbal tidak diberikan secara langsung dari
negara.
5) Diperuntukan bagi pendanaan negara, yaitu
pengeluaran-pengeluaran yang berfaedah untuk kemakmuran
warga negara yang bersangkutan.
b. Landasan Hukum Pajak
Landasan hukum pajak di Indonesia yaitu:
1) Undang-Undang Nomor 16 Tuhan 2009 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan perubahan ke Empat atas
Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983.
c. Fungsi Pajak
Dua fungsi yang dimiliki pajak menurut Siti Resmi pada buku
karyanya “Perpajakan Teori dan Kasus” Edisi 8 yaitu:
1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Fungsi Budgetair yang dimiliki pajak memiliki arti pajak
selaku sumber pemasukan pemerintah guna pendanaan segala
pengeluaran, yakni pengeluaran konvensional dan pengeluaran
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pembangunan. Sebagai sumber finansial, pemerintah
mengupayakan pemasukan sebesar-besarnya uang untuk kas
negara dengan menyempurnakan berbagai peraturan perpajakan,
upaya yang diambil yaitu dengan ekstensifikasi (Memperluas) dan
Intensifikasi (Meningkatkan) pemungutan pajak, seperti Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPnBM) (Resmi, 2014:3).
2) Fungsi Mengatur (Regulerend)
Fungsi Reglerend atau mengatur artinya pajak dapat
digunakan sebagai instrumen pengatur dan pelaksana
pengembangan strategi pemerintah pada bidang social dan
ekonomi serta dapat dijadikan instrumen penunjang tercapainya
target lain di luar bidang finansial (Resmi, 2014:3).
Contoh fungsi regulerend yang dimiliki pajak:
a) Agar tercipta pemerataan pendapatan pemerintah
memberlakukan tarif pajak progresif untuk pajak penghasilan
supaya pihak yang memiliki gaji yang tinggi berkontribusi
(membayar pajak) dengan jumlah yang tinggi.
b) Mendorong para pengusaha untuk melakukan ekspor ke pasar
dunia dengan pengenaan tarif pajak ekspor 0%, sehingga
mampu memperbanyak jumlah devisa negara.
c) Menarik minat investor asing untuk menginvestasikan modal
di Indonesia dengan memberlakukan tax holiday
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d. Sistem Pemungutan Pajak
Didefinisikan sebagai sistem atau metode pengumpulan uang
pajak yang terutang supaya masuk ke kas negara.
(Waluyo, 2008:17) menjabarkan 3 jenis sistem pemungutan
pajak yakni:
1) Self Assessment System
Sistem self assessment memberi tanggung jawab,
kepercayaan, dan kekuasaan sepenuhnya pada wajib pajak agar
menyimpulkan sendiri banyaknya besaran pajak yang menjadi
tanggungan atau yang semestinya dibayar. Ciri dari sistem self
assessment yakni:
a) Wajib Pajak memiliki kekuasaan dalam menyimpulkan
sendiri besaran pajak yang ditanggungnya.
b) Wajib Pajak bersifat aktif/intens dengan menjumlah,
melapor, serta melunasi sendiri pajak yang menjadi
kewajibannya.
c) Fiskus hanya berperan sebagai pengawas dan tidak ikut
campur.
Contoh pajak yang menganut system self assessment yaitu
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh).
Menurut self assessment pemerintah tidak harus
mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tahunan, kecuali jika terdapat
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keterlambatan dalam pembayaran pajak yang menjadi tanggungan
Wajib Pajak.
Di satu sisi sistem ini mempermudah Wajib Pajak, namun
sistem ini tentunya memiliki konsekuensi karena setiap detail
kegiatannya dilakukan oleh Wajib Pajak secara mandiri. Bisa saja
hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum Wajib Pajak yang tidak
bertanggung jawab untuk melakukan penyelewengan.
2) Official Assessment System
Pada Sistem Official Assessment wajib pajak bersifat tidak
aktif atau menerima, karena sistem pemungutan pajaknya
memberikan kekuasaan kepada aparat pemungut pajak atau fiskus
dalam memutuskan besaran pajak yang ditanggung oleh Wajib
pajak. Pajak terutang akan diketahui setelah fiskus mengeluarkan
Surat Ketetapan Pajak.
Pada sistem ini, aparat pemungut pajak atau fiskus
memegang prakarsa sepenuhnya dalam menghitung dan memungut
pajak. Sistem ini diberlakukan bagi penduduk yang dirasa belum
sanggup diberi tanggung jawab dalam menghitung dan
menerapkan pajak. Meskipun fiskus sangat dominan dalam hal ini




Withholding system memberikan kekuasaan pada pihak lain
yang tidak terkait (bukan merupakan fiskus serta bukan wajib
pajak yang terkait) guna menjalankan pemotongan atau
pemungutan pajak yang merupakan tanggungan wajib pajak.
Pelunasan pajak dengan memakai sistem withholding, akan
diberikan Bupot atau Bukti Potong sebagai bukti pungutan pajak.
Surat Setoran Pajak (SSP) juga dapat digunakan dalam
kondisi-kondisi tertentu. Wajib pajak dapat melampirkan bukti
potong tersebut bersama Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPH
dan SPT masa PPN (Waluyo, 2008:17).
e. Tarif Pajak
(Mardiasmo, 2018:11-12) menjabarkan empat ragam tarif
pajak yaitu:
1) Tarif Sebanding/Proporsional
Tarif berupa persentase yang konsisten tidak terpengaruh
dengan tinggi rendahnya nilai yang menjadi pengenaan pajak,
sehingga banyaknya pajak yang ditanggung proposional terhadap
besarnya angka kena pajak. Contoh Pajak yang memakai Tarif
Sebanding/Proposional adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang persentase tarifnya tetap 10% (sepuluh persen) meskipun
terdapat kenaikan pada dasar pengenaan pajaknya.
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2) Tarif Tetap
Tarif berupa nilai nominal yang konsisten pada sebanyak
apapun nilai yang dikenai pajak atau jumlah yang dijadikan dasar
dalam pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak yang ditanggung
konsisten nilainya. Contoh Pajak yang memakai tarif tetap adalah
Bea Materai tarifnya tetap Rp3000 dan Rp6000, namun mulai 2021
sudah diberlakukan materai elektronik dan Bea Materai terbaru
naik menjadi Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3) Tarif Progresif
Persentase tarif yang dipakai akan bertambah tinggi apabila
nilai yang dikenakan pajak nilainya semakin besar. Tarif Pajak
Progresif diimplementasikan pada pemungutan Pajak Penghasilan




NO Jumlah PKP Tarif
1 Rp0 - Rp50.000.000 5%
2 Rp50.000.000 - Rp250.000.000 15%
3 Rp250.000.000 - Rp500.000.000 25%
4 >Rp500.000.000 30%
Sumber: Direktorat Jendral Pajak
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4) Tarif Degresif
Tarif Degresif yaitu penggunaan tarif pajak dimana persentase
tarif akan lebih kecil jika nilai yang dikenai pajak atau dasar
pengenaan pajaknya (DPP) jumlahnya semakin besar.
f. Jenis Pajak
Di Indonesia Pajak digolongkan dalam berbagai jenis
diantaranya:
1) Jenis Pajak Berdasarkaan Sifatnya
Menurut sifatnya pajak digolongkan dalam 2 golongan yaitu:
a) Indirect Tax (Pajak Tidak Langsung)
Menggambarkan jenis pajak yang saat terutang
pajaknya terjadi ketika wajib pajak mengerjakan peristiwa atau
tindakan tertentu. Sehingga pemungutan indirect tax tidak bisa
dilaksanakn secara teratur, tetapi hanya bisa dikutip apabila
terjadi kasus atau kejadian yang menyebabkan timbulnya
kewajiban membayar pajak. Contoh indirect tax adalah Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) disebut pajak tidak
langsung karena hanya dapat dipungut jika seorang wajib pajak
melakukan penjualan atas barang mewah.
b)Direct tax (Langsung)
Didefinisikan sebagai pajak yang dipungut rutin
terhadap wajib pajak berasaskan pada surat ketetapan pajak
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yang disusun kantor pajak, pada surat ketetapan pajak
tercantum nominal pajak yang wajib dibayarkan oleh Wajib
Pajak. Direct tax tidak dapat diwakilkan patut ditanggung
seseorang yang memiliki kewajiban dan wajib ditanggung
sendiri oleh wajib pajak terkait. Contoh pajak langsung yaitu
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan
(PPH).
Dalam arti ekonomis suatu pajak dikategorikan Direct
tax jika wajib pajak memiliki 3 unsur dalam pemenuhan
perpajakannya, yaitu memiliki Unsur-unsur yang meliputi:
(1) Orang yang secara hokum resmi diharuskan dan wajib
melunasi pajak (Penanggung Pajak).
(2) Orang yang pada kondisi sebenarnya menanggung terlebih
dahulu tanggungan pajak (Penanggung Pajak).
(3) Orang yang sesuai Undang-Undang harus dibebankan
pajak (Pemikul Pajak).
Namun, apabila unsur-unsur tersebut terbagi atau
ditemukan pada lebih dari satu orang maka dikategorikan
Indirect Tax.
2) Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut
Berasaskan instansi atau lembaga pemungutnya pajak
dikategorikan menjadi 2 golongan, yaitu:
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a) Pajak Pusat
Pajak pusat ialah suatu pungutan yang dikutip oleh
pemerintah pusat yakni Direktorat Jendral Pajak (DJP). Contoh
Pajak Pusat adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil
Penerimaan Pajak Pusat ini nantinya akan dipergunakan untuk
mensubsidi pengeluaran konvensional Pemerintah Pusat dan
guna keperluan pembangunan yang semuanya dimuat dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
b) Pajak daerah
Pajak Daerah ialah pajak yang dikutip oleh pemerintah
daerah yang pemungutannya dibatasi hanya untuk masyarakat
daerah tersebut, baik yang dipungut Pemda Tingkat I atau
Pemda Tingkat II. Contoh Pajak Daerah diantaranya Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan
Bangunan P2 (Mardiasmo, 2018:7-8)
2. Pajak Daerah
a. Definisi Pajak Daerah
Sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam APBD yang
paling besar pengaruhnya yaitu Pajak daerah. Pajak Daerah ialah jenis
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pajak yang dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah sesuai pada Peraturan
Daerah (Perda) yang hak pungutannya dilakukan Pemerintah Daerah,
serta hasil penerimaannya diutamakan untuk mendanai belanja
pemerintah daerah, pemeliharaan serta pengembangan daerah
(Siahaan, 2010:10).
Pajak Daerah ialah pajak-pajak yang ketentuan penarikannya
diatur Peraturan Daerah (Perda) serta seluruh wajib pajak tiada diberi
balas jasa secara langsung yang seimbang dari pemerintah daerah
(Anggoro, 2017:18).
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, pajak daerah ialah
jenis pajak yang dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
Peraturan Daerah (Perda), yang kekuasaan pengutipannya dijalankan
oleh pemerintah daerah serta hasilnya dimanfaatkan guna mendanai
pengeluaran pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan di
daerah dan menyelenggarakan pemerintahan yang seluruhnya dimuat
oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
b. Asas Hukum Pajak Daerah
Landasan hukum pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c. Ciri-ciri Pajak Daerah
Ciri-ciri yang dimiliki Pajak Daerah yang membedakan dengan
pajak pusat:
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1) Asal Pajak daerah dapat berupa pajak asli daerah atau pajak pusat
yang melalui otonomi daerah diberikan ke daerah sebagai pajak
daerah.
2) Pajak daerah hanya dikutip di wilayah kerja atau administrasi yang
dikuasai. Misalnya Pajak Daerah Kabupaten Pemalang artinya
pajak tersebut hanya dipungut di kawasan Kabupaten Pemalang
3) Kemaslahatan pajak daerah yaitu guna mendanai
urusan/pengeluaran untuk pembangunan serta urusan pemerintah
daerah.
4) Landasan pemungutannya adalah Peraturan Daerah serta
Undang-undang, sehingga pajaknya bersifat memaksa subjek
pajak.
d. Jenis-jenis Pajak Daerah
Tabel 3.2
Pembagian Pajak Daerah
Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Hotel
Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
Pajak Hiburan









Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan
Sumber : Buku Perpajakan Indonesia
Tabel 3.2 diatas menjelaskan pembagian pajak daerah sejalan
dengan ketentuan yang berlaku, Dalam menjalankan otonomi daerah
dalam sektor perpajakan Pemda Tingkat I dan Tingkat II memiliki
bagian masing-masing.
e. Pembagian Hasil atas Pemungutan Pajak Daerah Tetap
(Rahayu, 2010:47) Pembagian hasil atas pemungutan pajak
daerah tetap diterapkan oleh pemerintah daerah Provinsi dan daerah
Kabupaten/Kota, pembagiannya antara lain:
1) Hasil Perolehan pajak Provinsi sebagian diperuntukan bagi Daerah
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan
ketentuan serta syarat:
a) Paling sedikit 30% dari Hasil perolehan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan.
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b) Paling sediktt 70% dari Hasil pendapatan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor serta hasil Pajak Pengambilan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Daerah
kabupaten/Kota.
2) Paling Sedikit 10% dari Hasil perolehan Pajak Kabupaten
diberikan kepada Desa di Wilayah daerah Kabupaten yang
terkait.
3) Dengan memperhatikan aspek potensi juga aspek pemerataan
antara Daerah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah Provinsi
ditetapkan lebih lanjut bagian Daerah Kabupaten/Kota.
4) Dalam Peraturan Daerah Kabupaten ditetapkan bagian desa dengan
memperhatikan aspek potensi serta pemerataan antar Desa.
3. Pajak Restoran
a. Definisi Pajak Restoran
Pajak restoran merupakan pungutan daerah atas jasa penjualan
makanan dan minuman yang dinikmati konsumen langsung di
restoran atau dilain tempat. Restoran merupakan layanan jasa penyaji
makanan dan minuman yang memungut biaya, mencakup juga kantin,
kafetaria, rumah makan, bar, dan warung termasuk katering atau jasa
boga.
Pengambilan iuran Pajak Restoran di Indonesia di awalnya
berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah
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Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, kemudian
Undang-Undang tersebut mengalami Perubahan perubahan dan
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas restoran dan pajak
hotel disatukan dengan menjadi Pajak Hotel dan Restoran. Tetapi
berdasarkan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 kedua pajak
tersebut dipisah dalam dua kategori pajak yang berbeda dan berdiri
sendiri.
Tidak semua daerah Kabupaten atau Kota di Wilayah
Indonesia memungut pajak restoran, itu berkenaan pada kekuasaan
yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/kota untuk memutuskan
pemungutan jenis pajak daerah. Guna melakukan pengutipan Pajak
Restoran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal Pajak Restoran
yang dipakai sebagai dasar hukum operasional dalam perwujudan
pemungutan serta pengenaan pajak restoran.
b. Landasan Hukum Pajak Restoran
Landasan hukum pajak restoran di Kabupaten Pemalang ialah:
1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
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Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah ini
mulai berlaku pada 28 September 2018.
3) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Pemalang.
c. Objek dan Subjek Pajak Restoran
Segala bentuk pelayanan atau jasa yang tersedia di restoran,
seperti penjualan makanan dan/atau minuman yang disantap oleh
konsumen, baik disantap di tempat pelayanan maupun di lain tempat,
dikategorikan sebagai objek pajak restoran. Pemerintah Kabupaten
Pemalang memberikan pengecualian bagi objek pajak restoran ialah
setiap layanan/jasa yang disajikan oleh restoran yang angka
penerimaannya dibawah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan
tidak dikenakan pajak restoran atau dikecualikan. Subjek Pajak
Restoran ialah badan atau orang pribadi yang melakukan pembelian
makanan dan/atau minuman dari restoran.
d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran
Dasar Pemungutan Pajak Restoran (DPP) ialah total biaya
yang seharusnya diterima atau dapat diterima oleh restoran. Tarif
pajak restoran diputuskan senilai 10% (sepuluh persen). Pembayaran
mengacu pada harga jual yang wajib dibayar oleh pengunjung kepada
wajib pajak (pihak restoran), termasuk jumlah keseluruhan yang
diserahkan dan pengembalian yang diminta oleh wajib pajak untuk
ditukar dengan makanan dan / atau minuman.
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Pajak Restoran Terutang = 10% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Contoh Pembayaran, Mr. Q menikmati hidangan yang sajikan




Biaya Pelayanan 10% Rp55.000,00 +
Total Pembayaran Rp605.000,00
Jumlah pembayaran yang dimaksud yaitu pembayaran
sebelum dikenai Pajak Restoran, yaitu sebanyak Rp605.000,00.
Besaran pokok Pajak Restoran yang menjadi tanggungan
metode perhitungannya dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar
pengenaan pajak. Pada umumnya perhitungan pajak restoran
menggunakan rumus berikut:
Berdasarkan rumus diatas diketahui 10% merupakan tarif dari
pajak restoran. Jadi dari perhitungan penunaian yang dilaksanakan
subjek pajak kepada Restoran “Ayam Geprek Sa’I” diatas, karena
besaran tarif pajak di Kabupaten Pemalang senilai 10% dapat dihitung
besarnya pajak restoran yang jadi tanggungan, yakni sejumlah:
10% x Rp 605.000 = Rp 60.500,00.
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e. Masa Pajak dan Saat Terhutangnya Pajak Restoran
Jangka waktu pajak restoran adalah 1 (satu) bulan kalender.
Pajak restoran terhutang pada saat dilakukan pembayaran oleh subjek
pajak kepada wajib pajak restoran.
Pihak restoran yang sudah dikukuhkan sebagai wajib pajak
restoran harus dilengkapi dengan nota pesanan (bill) atau bon
penjualan dalam memungut pajak restoran kepada para konsumen,
kecuali Bupati/Walikota setempat sudah menetapkan peraturan yang
memperbolehkan pihak restoran tidak memakai nota pesanan. Nota
pesanan harus diserahkan langsung pada subjek pajak saat wajib pajak
melakukan pembayaran, nota pesanan tersabut digunakan sebagai
bukti pemungutan pajak. Dalam ketentuan yang berlaku nota pesanan
minimal harus mencantumkan catatan tentang penyerahan pesanan
makanan, minuman, dan termasuk tambahannya.
f. Syarat Restoran Kena Pajak
Tidak semua tempat makan di Kabupaten Pemalang memungut
pajak restoran kepada para pengunjung yang singgah. Berikut ini
syarat restoran kena pajak:
1) Memiliki izin usaha/sertifikat usaha TDUP(Tanda Daftar
Usaha Pariwisata) yang diterbitkan melalui OSS dan atau
memiliki surat izin dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2) Memiliki Sertifikat Laik Sehat (SLS)
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3) Memiliki bangunan tetap sebagai tempat usaha (bukan
berupa tenda atau stand dagang)
4) Memiliki Omzet Perbulan > Rp2.000.000 per bulan
5) Sudah Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Restoran
6) Memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)
7) Selalu menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (bill)
dalam setiap pelayanan yang disediakan
Berikut ini persyaratan yang harus dilengkapi untuk membuat
TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata):
1) Formulir Perizinan dan Surat Pernyataan (dengan materai
Rp10,000)
2) KTP Pemilik dan Penanggung Jawab
3) NPWP Pemilik dan Penanggung Jawab
4) NPWP Perusahaan
5) Akta Pendirian Perusahaan (PT, CV, Firma, atau Perorangan)
6) KTP dan Surat Kuasa Pengurus (apabila dikuasakan)
7) Izin Gangguan (HO)
8) Sertifikat Laik Sehat (SLS)
9) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
10) Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkunga (UKL-UPL)
11) Bukiti Kepemilikan Tanah atau Bangunan (lampiran bukti)
12) Proposal Teknis (Denah Lokasi, Rencana, dan Foto)
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13) Memastikan Dosmisili Usaha Restoran.
g. Prosedure Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran
1) Prosedure Pemungutan Pajak Restoran
Pengutipan pajak restoran tidak boleh diserahkan pada pihak
ketiga atau diborongkan. Artinya wajib pajak diharuskan
menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri melalui SKPD.
Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dari jumlah
omzet yang diperoleh pihak restoran.
2) Tata Cara Pembayaran Pajak Restoran
Penunaian pajak dapat dilakukan setiap hari kerja di Bank
Jateng paling lambat tanggal 15 bulan setelahnya dan harus
lunas sekaligus. Jika terjadi keterlambatan pembayaran akan di
kenai denda 2% perbulan dengan maksimal denda 15 bulan.
4. E-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)
a. Definisi SPTPD dan E-SPTPD
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah disingkat SPTPD
digunakan untuk menyampaikan perhitungan pajak daerah, membayar
pajak, menentukan objek pajak atau bukan objek pajak, serta
menyampaikan harta serta kewajiban berlandaskan keputusan
peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah. Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik atau diringkas E-SPTPD
ialah sistem aplikasi berbasis webssite yang dipergunakan untuk
menyampaikan kewajiban pajak daerah secara online serta mudah di
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akses dimana saja. Sistem ini terhubung langsung dengan Pemerintah
Kabupaten Pemalang yaitu melalui Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah (BAPENDA).
Website dari E-SPTPD dapat diakses melalui berbagai
browser yang tersedia di smartphone atau perangkat komputer Wajib
Pajak seperti Google Chrome, Firefox, Internet Explore, dan lain
sebagainya.
b. Menu- Menu PadaWebsite E-SPTPD
Dalam website E-SPTPD terdapat banyak menu dan submenu
dengan beragam kegunaan menu tersebut antara lain:
1) Dashboard E-SPTPD
Merupakan halaman awal yang muncul pada saat wajib pajak




2) Menu Lapor Pajak
Dalam Menu Lapor Pajak terdapat sub menu seperti jenis pajak
yang terdaftar menggunakan NPWPD wajib pajak, dan klasifikasi
jenis usaha yang menjadi objek pajak. Dalam menu lapor pajak juga
terdapat data mengenai histori pembayaran dan pelaporan pajak yang
dilakukan wajib pajak. Terdapat Sub Menu Lapor Pajak untuk
melakukan pengisian form pelaporan pajak.
Gambar 3.2
Halaman Menu Lapor Pajak
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3) Menu Cetak laporan
Menu ini diperuntukan untuk melakukan cetak kartu data
Gambar 3.3
Halaman Cetak Laporan
4) Menu Ubah Password





1. Implementasi E-SPTPD di Bapenda Kabupaten Pemalang
Menurut Merilee S. G. dimuat dalam (Wahyuningsih et al., 2014)
penerapan kebijakan publik kesuksesannya ditunjukan dengan tingkat
implementability kebijakan tersebut. Implementability mencakup isi
kebijakan (content of policy) dan lingkungan (contex of policy). Isi
kebijakan meliputi manfaat dari kebijakan tersebut, tingkat perubahan
yang ingin di capai, lingkungan kebijakan meliputi tingkat kepatuhan
masyarakat dan karakteristik pemimpin yang berkuasa.
Pada bulan November 2018 Bapenda Kapupaten Pemalang
menggunakan Sistem Elektronik/Online dalam proses pelaporan pajak
daerah. Sambungan Elektronik/Online ini merupakan sambungan
langsung antara sekumpulan subsistem yang terintegrasi atau kondisi
suatu perangkat yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet, sub
sistem yang dimaksud ialah E-SPTPD. Pada Tahun 2020 Kabupaten
Pemalang memiliki kurang lebih 105 (Seratus Lima) Wajib Pajak
Restoran dengan Target Penerimaan Pendapatan sebesar
Rp1.025.000.000,00 (Satu Miliyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan
Realisasi penerimaannya sebesar Rp. 1.138.628.930.,00 (Satu Miliar
Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu
Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah) yang artinya Presentase Perolehan
penerimaan pendapatannya lebih dari 100%.
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Tabel 3.3
Sasaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran
Bapenda Kabupaten Pemalang
a. Uji Efektifitas
Perhitungan tingkat efektifitas Penerimaan Pendapatan Pajak
Restoran Kabupaten Pemalang dihitung menggunakan cara berikut:
Dari Tabel 3.3 kesimpulan yang dapat diambil ialah Realisasi
penerimaan Pajak Restoran setiap tahunnya selalu melebih target
penerimaan, ini menandakan bahwa penerapan sistem online dalam
pelaporan SPTPD Pajak Restoran sudah efektif. Realisasi Penerimaan
Pajak Restoran selalu melampaui 100% dari yang ditargetkan, efektifitas
tertinggi sejak penerapannya dicapai pada tahun 2018 dengan angka
176,02% dan rata-rata efektifitas sejak diberlakukannya sistem online ini
adalah sebesar 150,79%. Dalam tabel 3.3 terlihat bahwa setiap tahun
tingkat efektifitas selalu mengalami penurunan, ini terjadi karena setiap
Tahun Satuan Sasaran Realisasi
Capaian
(%)
2018 Rp. 650.000.000 1.144.147.989 176,02
2019 Rp. 850.000.000 1.404.726.051 165,26
2020 Rp. 1.025.000.000 1.138.628.930 111,09
Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Efektifitas = Realisasi : Target x 100%
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Grafik Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran
Tabel 3.4
Penerimaan Pajak Restoran Masa 2020

















Data pada Tabel 3.4 diatas merupakan data dari penerimaan pajak
restoran dari pungutan pajak yang terutang oleh wajib pajak dan denda
atas keterlambatan pembayaran pajak restoran.
2. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Baru Pajak
Restoran
a. Setiap Wajib Pajak restoran diwajibkan mendaftarkan usaha yang
menjadi objek pajak daerah untuk mendapatkan NPWPD
b. Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan Surat Pendaftaran
Objek Pajak.
c. Pendaftaran dilaksanakan paling lambat akhir bulan kalender
dimulainya usaha yang menjadi objek pajak.
d. Surat pendaftaran yang telah diisi disampaikan kepada Bapenda
dilampiri Fotocopi/scan.foto Kartu Tanda Penduduk atau Kartu
Tanda Identitas Sementara (KITAS) atau Paspor.
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e. Kepala Bapenda melakukan penelitian atas Surat Pendaftaran Objek
Pajak dan menerbitkan NPWPD serta memberikan Username dan
Password. Penelitian dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari
kerja untuk menerima atau menolak pendaftaran.
f. Jika diketahui wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban
mendaftarkan objek pajak, Kepala Bapenda secara jabatan
mencetuskan NPWPD menurut data yang dimiliki alias yang
didapatkan sendiri oleh Bapenda.
g. Wajib Pajak Restoran Sudah dapat melaporkan Pajaknya melalui
aplikasi E-SPTPD mulai 1 bulan setelah pendaftaran.
3. Tata Cara Pelaporan Melalui Aplikasi E-SPTPD
Wajib pajak diharuskan melaporkan laporan penyelenggaraan usaha
yang menjadi objek pajak restoran setiap masa pajak yakni paling lambat
tanggal 7 bulan kalender berikutnya. Pelaporan dilaksanakan dengan
mengisi SPTPD dalam hal ini yaitu secara online melalui E-SPTPD, tata
caranya sebagai berikut:
a. Wajib Pajak Restoran yang telah melakukan pendaftaran ke Bapenda
akan memperoleh Username dan Password untuk login pada website
esptpd.pemalangkab.go.id





c. isi Username dan Password yang sudah diberikan oleh pihak
BAPENDA Kab. Pemalang kemudian klik “Login”
Gambar 3.7
Kolom Login E-SPTPD
d. Setelah berhasil melakukan Login tampilan layar akan berubah








f. Setelahnya pilih menu “PAJAK RESTORAN” dan kemudian klik
Pada Submenu yang menunjukan klasifikasi usaha yang menjadi
objek pajak restoran misalnya cafe, rumah makan, dll
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Gambar 3.10
Sub Menu Pajak Restoran
g. Selanjutnya akan muncul halaman Data Objek Pajak
Gambar 3.11
Laman Data Objek Pajak
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h. Kemudian Klik menu “Lapor Pajak”
Gambar 3.12
Menu Lapor Pajak
i. Akan muncul halaman untuk Lapor Pajak Restoran, Wajib Pajak
dapat melakukan pelaporan dengan mengisi kolom Tahun Pajak,
Masa Pajak, dan Dasar Pengenaan/Omzet. Untuk Kolom Tarif dan
Total Pajak akan terisi secara otomatis.
Gambar 3.13
Menu Untuk Melaporkan E-SPTPD
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Dengan demikian pelaporan SPTPD berhasil dilakukan, selanjutnya
Wajib pajak dapat mencetak SPTPD dan melakukan pembayaran pajak
restoran melalui bank BPD Jateng paling akhir tanggal 15 (lima belas)
bulan selanjutnya. Jika dalam rentang waktu yang sudah diputuskan
wajib pajak tidak membayarkan pajak yang ditanggungnya maka akan
dikenai sanksi administrasi sebanyak 2% (dua persen) per bulan dalam
masa pajak paling lama 15 (lima belas) bulan.
Untuk Melakukan Pencetakan SPTPD, Kode Bayar, dan SSPD wajib
pajak dapat mengklik ikon pada kolom perintah, disana terdapat pilihan
untuk cetak SSPD, SPTPD, dan Kode Bayar.
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Gambar 3.15
Pilihan Menu untuk Cetak
4. Perhitungan Pajak Restoran
Contoh Kasus I
Misal dalam jangka waktu satu bulan Restoran Geprek Sa’I memiliki
omzet Rp23.500.000,00 maka perhitungan pajaknya dalah sebagai
berikut:
Dasar Pengenaan pajak = Rp23.500.000
Tarif pajak = 10 %
Total pajak yang harus di setor pihak restoran pada Pemerintah
Kabupaten Pemalang yaitu sebesar:
DPP x Tarif = Rp23.500.000 x 10%
= Rp2.350.000
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Jika pihak restoran diketahui dalam belum melakukan pembayaran
sampai kurun waktu yang ditetapkan maka pihak restoran akan menerima
sanksi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajakn, artinya:
2% x DPP = 2% x Rp2.350.000
= Rp47.000
Jadi Jumlah keseluruhan pajak yang harus dibayar pihak restoran jika
terlambat membayar pajak adalah:
Jumlah pajak yang ditanggung + Denda = Rp2.350.000 + Rp47.000
= Rp2.397.000,00
Contoh Kasus II
Diketahui Rocket Chicken Comal merupakan salah satu restoran yang
berada di kawasan Kabupaten Pemalang. Dalam 2 bulan masa pajak
berturut-turut (September-November 2020) Rocket Chicken Comal tidak
melakukan pembayaran pajak terutang dan baru melakukan pembayaran pada
bulan akhir Desember 2020, jika diketahui besaran omzet yang di peroleh
pihak Rocket chicken dalam 3 bulan tersebut adalah:
– Omzet Bulan September = Rp32.000.000,00
– Omzet Bulan November = Rp30.000.000,00
– Omzet Bulan Desember = Rp33.700.000,00
Maka Perhitungannya sebagai berikut:
 Perhitungan Bulan September:
Tarif Pajak = 10%
Omzet = Rp32.000.000,00
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Pajak Terutang = DPP x Tarif
= 32.000.000 x 10%
= Rp3.200.000,00
Denda keterlambatan Pembayaran(2 bulan) = 4% x Rp3.200.000,00
= Rp128.000,00
Total Pajak yang harus dibayar untuk masa pajak September adalah sebesar
Pajak terutang + denda pajak = Rp3.200.000,00 + Rp128.000,00
= Rp3.328.000,00
 Perhitungan Bulan November
Tarif Pajak = 10%
Omzet = Rp30.000.000,00
Pajak Terutang = DPP x Tarif
= 30.000.000 x 10%
= Rp3.000.000,00
Denda keterlambatan Pembayaran(2 bulan) = 2% x Rp3.000.000,00
= Rp60.000,00
Total Pajak yang harus dibayar untuk masa pajak September adalah
sebesar
Pajak terutang + denda pajak = Rp3.000.000,00 + Rp60.000,00
= Rp3.060.000,00




Pajak Terutang = DPP x Tarif
= 33.700.000 x 10%
= Rp3.370.000,00
 Total Pajak Terutang yang harus ditanggung Rocket Chicken Comal
adalah Sebesar:
→ Jumlah pajak terutang bulan September + Jumlah Pajak terutang
bulan November + Jumlah Pajak terutang bulan Desember =
= Rp3.328.000 + Rp3.060.000 + Rp3.370.000
= Rp9.758.000,00
5. Kendala dalam Implementasi E-SPTPD
Pelaksanaan Implementasi E-SPTPD memiliki beberapa kendala
diantaranya:
a. Banyak Wajib pajak Daerah Kabupaten Pemalang yang belum
mengetahui bagaimana cara pelaporan SPTPD melalui Aplikasi
E-SPTPD.
b. Minimnya tingkat pemahaman Wajib Pajak Kabupaten Pemalang untuk
membayar pajak terutang.
c. Koneksi yang tidak Stabil terkadang memutus jaringan sehingga proses
pelaporan E-SPTPD menjadi terhambat.
d. Sistem E-SPTPD sering mengalami error sistem sehingga menghambat
Wajib Pajak dalam melaporkan SPTPDnya.
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6. Manfaat dari Penerapan E-SPTPD
Banyak masyarakat yang belum memahami proses pelaporan pajak
daerah melalui program E-SPTPD tak dapat dipungkiri bahwa
pengimplementasian program ini membawa manfaat bagi para Wajib
Pajak diantaranya:
a. Proses pelaporan SPTPD menjadi lebih mudah, lebih efektif dan
efisien, karena Wajib Pajak tak perlu datang lagi ke kantor dan tidak
perlu lagi mengantri untuk melaporkan SPTPDnya. Dan Wajib Pajak
juga dapat menghemat waktu mereka karena program ini dapat
mereka akses dimana saja kapan saja.
b. Dalam masa pandemi seperti sekarang pengimplementasian program
ini dapat meminimalisir kontak langsung/pertemuan antara Wajib
Pajak dengan petugas atau dengan Wajib Pajak lain.
c. Pelaporan SPTPD melalui sistem online juga bermanfaat untuk
mengurangi penumpukan berkas fisik seperti kertas dokumen pajak.
Dengan pelaporan melalui sistem online tentu akan mengurangi
pemakaian kertas serta mengurangi resiko berkas yang hilang atau
mengalami kerusakan saat disimpan.
7. Sanksi Pidana
Sanksi bagi Wajib Pajak restoran yang lalai membayar dan
melaporkan pajak adalah:
a. Kurungan penjara 2 tahun paling lama dan denda maksimal 4 kali
pajak yang menjadi tanggungannya bagi wajib pajak yang sengaja
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tidak melaporkan SPTPD dan dengan sengaja membuat kerugian
bagi daerah.
b. Kurungan penjara paling lama 1 tahun bagi wajib pajak yang lalai,
memasukkan data dengan tidak benar, tidak lengkap dokumen
SPTPD, mencantumkan keterangan palsu yang merugikan bagi
daerah serta denda maksimal 2 kali besaran pajak yang menjadi
tanggungannya.
8. Alur Pelayanan E-SPTPD
a. Alur Pelayanan Wajib Pajak Baru
1) Wajib Pajak yang belum mendaftar Pajak Restoran dapat
mendatangi BAPENDA, melakukan pendaftaran di Loket
Pelayanan BAPENDA dengan membawa surat izin dari Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Pemalang dan membawa KTP.
2) Wajib Pajak yang sudah terdaftar dapat melakukan Input SPTPD
secara online. Untuk melakukan Input SPTPD secara online
Wajib Pajak dapat mengakses laman esptpd.pemalangkab.go.id.
lalu masukan Nama pengguna dan Password. Klik tombol
gabung atau Sign in nanti akan muncul halaman berikutnya,
Wajib Pajak hanya perlu mengikuti instruksi-instruksi yang ada,
jika Wajib Pajak mengalami kesulitan Wajib Pajak dapat
bertanya kepada pihak BAPENDA Kab. Pemalang.
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3) Setelah melakukan input Wajib Pajak bisa melakukan
pembayaran ke Bank Jateng, sebelum diterapkan pelaporan
secara online Wajib Pajak harus melakukan verifikasi dan
validasi dengan datang kembali ke kantor Bapenda untuk
menyerahkan lembar ke-1 SSPD, saat ini semua pembayaran
pajak yang masuk ke pemerintah daerah Kabupaten Pemalang
sudah terkoneksi dan terhitung secara real time pada aplikasi
E-SIMPATDA.
Gambar 3.16
Alur Pelayanan Wajib Pajak Baru






























b. Alur Pelayanan Untuk Wajib Pajak Lama:
Untuk Wajib pajak lama hanya perlu menginput data yang di
perlukan pada laman esptpd.pemalangkab.go.id. sesuai dengan tata
cara yang pernah disosialisasikan pihak Bapenda Kab. Pemalang.
Selanjutnya wajib pajak lama dapat melakukan pembayaran pada
BPD Jateng dengan membawa cetakan SPTPD atau bisa datang ke
Loket Pelayanan Bapenda guna meminta print out kode bayar pajak
terutang. Pihak BPD Jateng akan memproses pembayaran, jika
pembayaran telah berhasil data secara otomatis akan terkoneksi
dengan E-SIMPATDA dan wajib pajak akan diberikan kwitansi
bukti pembayaran oleh pihak Bank Jateng. Selanjutnya Pihak
Bapenda melakukan rekap data pembayaran yang berhasil masuk
pada hari itu dan nantinya Petugas Bapenda akan melakukan
pemeriksaan.
Pemeriksaan ini dapat didasarkan pada laporan pihak ketiga
mengenai kepatuhan dan ketaatan wajib pajak atau atas dasar
permintaan wajib pajak itu sendiri karena wajib pajak merasa
terdapat kelebihan pembayaran pajak yang menjadi tanggungannya.
Pemeriksaan juga akan dilakukan oleh petugas jika wajib pajak tidak
melakukan penyampaian SPTPD dalam 3 (tiga) masa pajak
berturut-turut serta jika terdapat selisih 50% omzet yang di inputkan
oleh wajib pajak dengan hasil pantauan petugas.
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Apabila dibandingkan dengan wajib pajak baru, wajib pajak
lama tentunya lebih mudah dalam pelaporan SPTPD karena wajib
pajak lama telah mendapatkan sosialisasi secara langsung dan
seluruh prosesnya dapat dilakukan online di mana saja. Sementara
untuk wajib pajak baru harus terlebih dahulu datang ke Bapenda
untuk melakukan pendaftaran dan menunggu di berikan Password
dan nama pengguna oleh pihak Bapenda untuk login, dalam
pengisian E-SPTPD juga wajib pajak baru masih membutuhkan
bimbingan dari pihak Bapenda.
Wajib pajak lama atau wajib pajak baru keduanya tentu akan
menjadi sasaran pemeriksaan. Namun, dalam pelaksanaan
pemeriksaan wajib pajak berhak meminta surat tugas pemeriksaan
serta berhak menolak meminjamkan buku atau catatan dan menolak
petugas memasuki tempat serta menolak memberikan keterangan.
Dengan demikian pajak terutang akan ditentukan secara jabatan
ditambah sanksi administrasi sebesar 2 kali jumlah pajak terutang.
Laporan hasil pemeriksaan paling lambat diberikan 15 hari
setelah penugasan berakhir. Jika dalam hasil pemeriksaan terdapat
kelebihan pembayaran sesuai ketetapan yang ada jumlah kelebihan
diperhitungkan sebagai uang muka pembayaran pajak untuk masa
pajak berikutnya. Apabila wajib pajak mengakhiri usahanya, maka
jumlah kelebihan pajak akan dikembalikan paling lambat satu bulan





Berdasarkan hasil pelaksanaan kuliah kerja praktik di Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pemalang, maka penulis
mengambil kesimpulan:
1. Prosedure pelaporan pajak restoran melalui aplikasi E-SPTPD bagi Wajib
Pajak baru diwajibkan melakukan pendaftaran usaha terlebih dahulu
untuk memperoleh NPWPD, mekanisme pendaftarannya dilakukan
secara offline di Bapenda Kabupaten Pemalang. Setelah memperoleh ID
pengguna dan Password dari pihak Bapenda wajib pajak dapat
mengakses website esptpd.pemalangkab.go.id dengan menggunakan ID
dan Password yang diberikan. Dalam form isian di laman ESPTPD
terdapat 11 menu namun wajib pajak hanya perlu mengisi 4 menu utama
yaitu NPWPD, omzet, masa dan tahun pajak. Setelah selesai mengisi
form isian Wajib pajak dapat mencetak kode bayar untuk melakukan
pembayaran pajak di BPD Bank Jateng. Penerapan E-SPTPD pada Proses
pelaporan Pajak Daerah sudah efektif dilihat dari realisasi penerimaan
pajak yang selalu melampaui target.
2. Dalam pengimplementasian ESPTPD terdapat beberapa kendala yang
dihadapi seperti banyaknya wajib pajak daerah yang belum mengetahui
bagaimana cara pelaporan SPTPD secara online karena kurangnya
sosialisasi, dan juga pemahaman wajib pajak Kabupaten Pemalang
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mengenai pentingnya pembayaran pajak, serta koneksi yang tidak setabil
sering kali memutus jaringan sehingga proses pelaporan melalui aplikasi
ESPTPD menjadi terhambat, sistem ESPTPD yang sering mengalami
error juga menjadi kendala dalam pelaporan ESPTPD.
3. Pengimplementasian suatu program atau kebijakan tentu bertujuan untuk
memberi kemudahan dan manfaat bagi masyarakat beberapa manfaat
yang didapat dari pengimplementasian ESPTPD diantaranya dapat
mengurangi penumpukan berkas fisik seperti kertas dokumen pajak dan
dapat menurangi resiko kehilangan berkas pajak karena berkas sudah
tersimpan dalam sistem dengan bentuk soft file, dengan
pengimplementasian ESPTPD juga proses pelaporan pajak daerah
menjadi lebih mudah, lebih efektif dan efisien, manfaat selanjutnya yaitu
pada masa pandemi seperti sekarang pelaporan pajak dengan ESPTPD
dapat mengurangi kontak langsung antara wajib pajak dengan petugas
pajak atau dengan sesama wajib pajak.
4. Sanksi yang akan dikenakan bagi wajib pajak yang lalai membayar atau
melaporkan pajaknya adalah kurungan penjara 2 tahun paling lama dan
denda maksimal 4 kali pajak yang menjadi tanggungannya jika wajib
pajak dengan sengaja tidak melaporkan SPTPD dan sengaja membuat
kerugian bagi daerah, dan kurungan penjara paling lama 1 tahun bagi
wajib pajak yang lalai, memasukkan dengan tidak benar, tidak lengkap
dokumen SPTPD, mencantumkan dokumen palsu dan denda maksimal 2
kali besaran pajak yang menjadi tanggungannya.
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B. Saran
Menurut kesimpulan yang sudah dijabarkan di atas, saran yang
dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:
1. Untuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
(BAPENDA) hendaknya secara berkala mengevaluasi pengelolaan pajak di
Kabupaten Pemalang. Selain itu Bapenda juga perlu meningkatkan mutu
pelayanan terhadap wajib pajak misalnya dengan memperbaiki aplikasi
pelaporan pajak yang sering kali mengalami gangguan sehingga menghambat
wajib pajak dalam pelaporan. Pihak Bapenda juga perlu mengengembang lagi
aplikasi-aplikasi tersebut menjadi lebih efektif dan efisien lagi, Pihak
Bapenda mungkin dapat melakukan kunjungan ke Kantor Pengelolaan
Pendapatan Daerah lainnya yang sistemnya sudah lebih maju untuk
mengadopsi sistem pelaporan pajak yang lebih modern dari Kantor
Pengelolaan Pendapatan daerah lain tersebut.
2. Untuk wajib pajak daerah khususnya wajib pajak baru pajak restoran apabila
merasa memiliki keterbatasan pengetahuan dalam proses pelaporan
disarankan untuk mendatangi Kantor Bapenda untuk meminta bantuan dan
arahan langsung dari petugas pelayanan pajak agar proses penyampaian
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1. Sejak Kapan Bapenda Kabupaten Pemalang Menggunakan Aplikasi
E-SPTPD untuk Pelaporan Pajak Daerahnya?
2. Bagaimana Prosedur Pelaporan Pajak Restoran Untuk Wajib Pajak Baru?
3. Mulai kapan WP Baru Bisa Melaporkan Pajaknya Melalui Aplikasi
E-SPTPD?
4. Bagaimana Tata Cara Pelaporan Pajak Restoran Melalui Aplikasi E-SPTPD?
5. Berapa besarnya Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran?
6. Ada Berapa Jumlah WP Pajak Restoran Di Kabupaten Pemalang?
7. Apa Saja Kendala dalam Penerapan E-SPTPD di Kabupaten Pemalang?
8. Apa Manfaat Dari Penggunaan Aplikasi E-SPTPD?
9. Sanksi yang dikenakan kepada WP yang tidak melaporkan SPTPDnya?
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Lampiran II
Data Wajib Pajak Restoran AGUSTUS 2020
DAFTAR SPTPD PAJAK RESTORAN TAHUN 2020
NO Rekening 4.04.07.00.00.4.1.1.02
Periode 1 September 2020 s/d 30 September 2020
NO










Jl Kartini Kel. Petarukan Kec.
Petarukan








Jl Jend Sudirman Timur No.32
Wanarejan Utara Taman
P 2 0001251 09 15







Jl A. Yani Selatan No. 6
Kebondalem Pemalang
P 2 0000182 08 14







Jl Jend. Sudirman Timur
Randudongkal









Jl Gatot Subroto No 21 Belik







Jl DI Panjaitan Sewaka
Pemalang










P 2 0000054 09 21






Jl DR. Wahidin Kaligelang
Taman






Jl raya Petarukan Barat







Jl. A. Yani Utara Mulyoharjo
Pemalang















P 2 0001189 00 00
Jemmy Wantono 0816 706631
12.
CATERING LESTARI
Jl Perintis Kemerdekaan No.
20 Beji Taman
P 2 0001334 09 16







Jl Tarakan II No. 2 Perumnas
Bojongbata PML
P 2 0001335 08 11








Jl Urip Sumoharjo No. 136
Pelutan Pemalang

















Jl A. Yani No. 58 Purwosari
Comal
P 2 0000052 12 04










Jl Jend. Sudirman Timur No. 2
Wanarejan Selatan Taman




Jl Jend. Sudirman No A7
Mulyoharjo Pemalang







Jl Gatot Subroto Bojongbata
Pemalang








Jl Jend Sudirman Timur
Wanarejan Selatan Taman






Jl Raya Petarukan Barat














Jl Jend. Sudirman No 318
Pelutan PML








Jl Kenanga No. 6 Pelutan
Pemalang

























Jl Sulawesi No 16 A
Bojongbata PML







Jl Kolonel Sugiono Taman
P 2 0000955 09 09






Jl A. Yani No. 14 Purwosari
Comal
P 2 0001181 12 04





WKWK CAFE FOOD &
DRINK






P 2 0000089 08 16
Irma Ika 0896 96465621
31.
RM BUMBU IRENG YU
SAN
Jl Jend Sudirman Timur No 32
Beji Taman








Jl A. Yani No 31A-33A
Purwosari Comal







Jl Urip Sumoharjo Pelutan
Pemalang






Jl Raya Iser Petarukan






Jl A. Yani Purwosari Comal








Jl A. Yani No 14 Purwosari
Comal





37. RM. H. UTOMO 8629 TUTUP -
84
Jl Raya Losari Ampelgading







P 2 0000116 08 11






Jl Jend Sudirman Timur
(depan Pasar Beji) Beji Taman
























Jl Raya Warungpring No. 24
(Depan Pasar Warungpring)
P 2 0001157 14 02







Jl Raya Bantarbolang RT 02
RW 05 Bantarbolang







Jl Dr.Cipto Mangun Kusumo
Mulyoharjo Pemalang






Jl A. Yani Selatan No 1-3
Mulyoharjo Pemalang







Jl Gatot Subroto Bojongbata
Pemalang





PURIMAS 3 CAKE &
BAKERY
Jl Jend. Sudirman No 285
Mulyoharjo Pemalang
P 2 0000038 08 15







Jl Jend. Sudirman No 94
Pelutan Pemalang
P 2 0000033 08 16






Jl Jend. Sudirman Timur No.
52 Mulyoharjo Pemalang
P 2 0000043 08 15












83 Wanarejan Selatan Taman
P 2 0000076 09 21




Jl Raya Pantura Km 18
Jatirejo Ampelgading
P 2 0000034 11 13







Jl A. Yani Kebondalem
Pemalang














Jl Dr. Cipto Mangunkusuma
Mulyoharjo Pemalang














Jl KH Samanhudi No 1
Pelutan PML










Jl Jend. Sudirman No.94
Pelutan Pemalang




Jl Kamboja No.47 Pelutan
Pemalang
P 2 0000037 08 16






Jl Pemuda No. 19 Mulyoharjo
PML
P 2 0000045 08 15







Jl urip SumoharjoNo 182 RT 4
Rw 5 Pelutan Pemalang






Jl Pemuda No 40 Mulyoharjo
Pemalang







Jl Stasiun No 76 Purwosari
Comal







RT 04 RW 02 Kauman Comal







RT 04 RW 02 Kauman Comal
P 2 0000067 12 18







Lembar Surat Pendaftaran Objek Pajak Restoran
90
Lampiran IV
Ketentuan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
91
Lampiran V
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
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Lampiran VI
Surat Setoran Pajak Daerah
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Lampiran VII












Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020
